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SUMMARY

LEGAL CERTAINTY OF LAND DOCUMENT TRANSFORMATION INTO
ELECTRONIC IN THE LAND OFFICE OF MALANG DISTRICT

Muhammad Divas Bimantara
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue This research discusses legal certainty
in the transformation of land documents into electronic ones at the Malang Regency
Land Office. The background of the research shows that land has an important role
in people’s lives and the economy, so a modern administrative system is needed to
improve efficiency and legal certainty. Government regulations have initiated the
transformation of land registration from manual to digital systems, as stipulated in
the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 1 of 2021 concerning Electronic
Certificates. This research aims to identify the mechanisms and impacts of digitizing
land documents on legal certainty in Malang Regency. Based on this, the problem
formulations in this study include; (1) How is the mechanism for transforming land
documents electronically to ensure legal certainty in the Malang District Land Office?
(2) How is the impact of transforming /and documents electronically to ensure legal
certainty in the Malang District Land Office?

This research uses an empirical legal research method, which examines the
legal certainty of land document transformation based on real conditions in the field.
The approach used is a sociological juridical approach, which combines the analysis
of legal regulations with social studlies of the implementation of this policy. Data were
collected through direct observation, interviews with Land Office employees and the
community, as well as document studies of related regulations. The research location
was at the Land Office of Malang Regency with the sample determined using
purposive sampling technique. Data analysis was conducted qualitatively to
understand the problems and find solutions that can be implemented.

The results show that the land document transformation mechanism at the
Malang District Land Office involves stages such as land mapping, pre-registration,
and document media transfer. The implementation of electronic certificates has
significant positive impacts, such as increased administrative efficiency, reduced risk
of certificate forgery, and easy access and transparency of land information. With an
electronic system, people can process land certificates without having to come directly
to the Land Office, saving time and money. In addition, digital recording reduces the
potential for loss or damage to physical documents, and facilitates data searches for
Interested parties.

However, there are several challenges and obstacles in the implementation of
this system, such as limited human resources, difficulties in integrating population
data, and mismatching documents in the digital system. The process of community
adaptation to the new system is also still facing obstacles, especially for groups that
are not familiar with technology. In addition, some procedures in the digitization
system still need improvement to be more effective and efficient. Therefore,
socialization and capacity building are needed from both the Land Office and the
community to ensure the successful implementation of this digital transformation.
Keywords. Legal Certainty,; Digital Transformation, Electronic Certificates.
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RINGKASAN

KEPASTIAN HUKUM TRANSFORMASI DOKUMEN PERTANAHAN MENJADI
ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG

Muhammad Divas Bimantara
Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penelitian ini membahas
kepastian hukum dalam transformasi dokumen pertanahan menjadi elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa
tanah memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat dan ekonomi, sehingga
diperlukan sistem administrasi yang modern untuk meningkatkan efisiensi dan
kepastian hukum. Peraturan pemerintah telah menginisiasi transformasi pendaftaran
tanah dari sistem manual ke digital, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Penelitian ini bertujuan
untuk mengidentifikasi mekanisme serta dampak yang ditimbulkan dari digitalisasi
dokumen pertanahan terhadap kepastian hukum di Kabupaten Malang. Berdasarkan
hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi; (1) Bagaimana
mekanisme transformasi dokumen pertanahan secara elektronik demi menjamin
kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang? (2) Bagaimana dampak
yang ditimbulkan dari transformasi dokumen pertanahan secara elektronik demi
menjamin kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang meneliti
kepastian hukum transformasi dokumen pertanahan berdasarkan kondisi nyata di
lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang
menggabungkan analisis peraturan hukum dengan studi sosial terhadap implementasi
kebijakan ini. Data dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara dengan
pegawai Kantor Pertanahan dan masyarakat, serta studi dokumen dari regulasi
terkait. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang dengan
sampel yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data
dilakukan secara kualitatif untuk memahami permasalahan dan menemukan solusi
yang dapat diimplementasikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme transformasi dokumen
pertanahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang melibatkan tahapan seperti
pemetaan tanah, pra-pendaftaran, dan alih media dokumen. Implementasi sertifikat
elektronik memberikan dampak positif yang signifikan, seperti peningkatan efisiensi
administrasi, pengurangan risiko pemalsuan sertifikat, serta kemudahan akses dan
transparansi informasi pertanahan. Dengan sistem elektronik, masyarakat dapat
mengurus sertifikat tanah tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan,
sehingga lebih hemat waktu dan biaya. Selain itu, pencatatan digital mengurangi
potensi kehilangan atau kerusakan dokumen fisik, serta mempermudah pencarian
data bagi pihak yang berkepentingan.

Namun, terdapat beberapa tantangan dan hambatan dalam implementasi
sistem ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesulitan dalam integrasi data
kependudukan, serta ketidaksesuaian dokumen dalam sistem digital. Proses adaptasi
masyarakat terhadap sistem baru juga masih menghadapi kendala, terutama bagi
kelompok yang belum terbiasa dengan teknologi. Selain itu, beberapa prosedur dalam
sistem digitalisasi masih memerlukan penyempurnaan agar lebih efektif dan efisien.
Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan peningkatan kapasitas baik dari pihak



Kantor Pertanahan maupun masyarakat untuk memastikan keberhasilan
implementasi transformasi digital ini.
Kata Kunci: Kepastian Hukum; Transformasi Digital; Sertifikat Elektronik.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tanah adalah kekayaan Indonesia yang penting untuk membangun
masyarakat yang adil dan sejahtera.! Maka, penggunaannya harus sesuai dengan
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan populasi yang semakin
bertambah, kebutuhan akan lahan juga semakin meningkat, baik untuk rumah
tinggal maupun bisnis. Pemerintah butuh tanah untuk bangun infrastruktur demi
manfaat bagi masyarakat. Tanah digunakan untuk kepentingan masyarakat
sebagai sumber daya alam.? Keterhubungan antara manusia dan tanah sangat
penting. Manusia membutuhkan tanah untuk hidup.?

Tanah memiliki banyak arti penting bagi masyarakat Indonesia dengan
dimensi yang beragam. Secara ekonomi, tanah berperan sebagai alat
produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Dari segi politis, tanah
memiliki peran dalam menentukan posisi seseorang dalam pengambilan
keputusan masyarakat. Secara budaya, tanah dapat menentukan status sosial
seseorang, sementara nilai sakralnya terkait dengan warisan dan aspek-aspek
yang bersifat transcenden.? Perdebatan mengenai kebijakan hukum pertanahan

semakin ramai, menunjukkan pengaruh Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara

1 Nuriyanto, “Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial,”
Jurnal  Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan 6, no. 1 (2020): 29-45,
https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1551.

2 Anggi Permatasari, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi
Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” Jurnal Kewarganegaraan 8, no.
1 (2024): 272-89, https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6114.

3 Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari, “Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama
kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah,” 7unas Agraria 5, no. 3 (2022):
197-210, https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.186.

4 Vixda Qiangi Karomiah, Diyan Isnaeni, Isdiyana Kusuma Ayu, “Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang),” DINAMIKA, Jurnal IImiah IImu Hukum 30, no. 1 (2024): 8870-81,
https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/23563.
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Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam yang pada pokoknya
menyatakan bahwa pemerintah dan masyarakat wajib menjunjung tinggi
hukum.®> Dalam konteks kebebasan, berbagai pandangan muncul, termasuk yang
berbeda dari sistem nasional. Hukum, sebagai sistem norma, menuntut
keselarasan aturan dari tingkat perundangan tertinggi hingga terendah. Dalam
kebijakan publik, hukum berfungsi memberikan legitimasi dan menjadi alat
kebijakan melalui peraturan. ® Untuk menghadapi tantangan globalisasi,
kebijakan pertanahan perlu diwujudkan dalam undang-undang dan peraturan
yang dirancang dengan cermat.

Setiap undang-undang dibuat dengan alasan dan tujuan tertentu. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
adalah dasar hukum formal untuk politik pertanahan, dengan Pasal 33 ayat (3)
UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Pasal 33 ayat (3) mengatur agar
kepemilikan dan penggunaan tanah diatur negara demi kemakmuran rakyat.’
Hak penguasaan negara bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, meski
beberapa kata kurang jelas, yang menimbulkan kesan bahwa negara adalah
pemilik tanah.?

Negara berperan dalam pendaftaran tanah, yang diatur melalui mekanisme
pembangunan yang sistematis dan adil, sesuai standar pemerintah.® Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Nomor 24 Tahun 1997 tentang

> Muhammad Ilham Arisaputra, Reforma Agraria di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

6 Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik
(Bandung: Nuansa Cendekia, 2020).

7 Dwi Kusumo Wardhani, “Disharmoni Antara Ruu Cipta Kerja Bab Pertanahan Dengan Prinsip-Prinsip Uu
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA),” Jurnal Komunikasi Hukum
(JKH) 6, no. 2 (2020): 440-55, https://doi.org/10.23887/jkh.v6i2.28095.

8 M. Sofyan Pulungan, “Menelaah Masa Lalu, Menata Masa Depan: Sejarah Hukum Tanah Ulayat dan Model
Penanganan Konflik Sosialnya,” Undang: Jurnal Hukum 6, no. 1 (2023): 235-67,
https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.235-267.

9 Lisnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari, “Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama
kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah.”
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Pendaftaran Tanah melanjutkan pelaksanaan UUPA untuk memastikan kepastian
hukum dalam kepemilikan tanah, mendukung administrasi pertanahan
nasional. 1 Tujuan administrasi pertanahan dalam Pasal 19 UUPA adalah
memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak tanah, ditandai
dengan sertifikat sebagai bukti kepemilikan.!! Pendaftaran tanah juga mencakup
informasi lengkap mengenai luas, panjang, dan batas tanah, termasuk untuk
tanah yang datanya belum lengkap atau masih dalam sengketa. > Untuk
meningkatkan efisiensi, teknologi informasi dan transaksi digital kini diterapkan
dalam administrasi pertanahan. Sistem digital memungkinkan pendaftaran
sertifikat tanah secara elektronik, menggantikan metode berbasis kertas di era
globalisasi.

Pendaftaran tanah elektronik di Indonesia diatur melalui Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik, yang menjadi
pedoman pelaksanaannya. Sertifikat Elektronik adalah dokumen digital yang
diterbitkan melalui sistem pendaftaran elektronik,** dan dilaksanakan bertahap
sesuai Pasal 2 ayat (4) Permen ATR/BPN No.1/2021. Proses ini akan diterapkan
secara bertahap sesuai Pasal 2 ayat (4) Permen ATR/BPN No.1/2021.*> Permen

ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2020 juga mengatur layanan informasi pertanahan

10 Ni Luh Ariningsih Sari, “Kepastian Hukum Terhadap Tanah Druwe Pura Melalui Pendaftaran Tanah
Sistematis LENGKAP  (PTSL),” Jurnal Ganec Swara 18, no. 3 (tt): 1719-27,
https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.1037.

1 bid

12 | isnadia Nur Avivah, Sutaryono, Dwi Wulan Titik Andari, “Pentingnya pendaftaran tanah untuk pertama
kali dalam rangka perlindungan hukum kepemilikan sertifikat tanah.”

13 Mohammad Rafi Dafallah, “Pelaksanaan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Yang
Mengatur Tentang Pendaftaran Tanah Elektronik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sampan,” DINAMIKA :
Jurnal Ilmiah Iimu Hukum 31, no. 1 (2025): 11468-82,
https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/26772.

14 pasal 1 ayat (8) Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

15 pasal 2 Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara
Elektronik
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secara elektronik melalui aplikasi "Sentuh Tanahku," yang memudahkan akses
cepat dan aman bagi masyarakat.'®
Saat ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Malang telah menerapkan

pendaftaran sertifikat tanah elektronik. Sejak 27 Juli 2024, Kantor Pertanahan

REPOSITORY

Kabupaten Malang juga mulai melaksanakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata

University of Islam Malang

Ruang/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik
dalam pendaftaran tanah. Program ini masih baru dan belum sepenuhnya
dipahami serta diterapkan secara optimal di Kabupaten Malang, sehingga
diperlukan orientasi berkala, mulai dari pra-pelaksanaan, pelaksanaan, hingga
pasca-pelaksanaan, bagi penyedia dan pengguna layanan. Penelitian ini penting
untuk memahami pelaksanaan program di Kabupaten Malang, mengidentifikasi
kendala, serta mengevaluasi dampaknya bagi masyarakat setempat.
Selanjutnya, kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang
menganalisis tentang teknis pelaksanaan pendaftaran sertifikat tanah elektronik
yaitu di kabupaten malang. Sebab, program pendaftaran tanah secara elektronik
di kabupaten malang merupakan program yang baru dilaksanakan sejak 27 Juli
2024 dan belum ada yang meneliti mengenai topik tersebut. Selain itu, penelitian
ini tidak hanya menganalisis implementasi pendaftaran tanah secara elektronik,
melainkan juga mengkaji hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran
sertifikat tanah elektronik, serta dimensi sosial-budaya dan respon masyarakat
lokal terhadap perubahan ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat
memberikan wawasan baru dan menjadi acuan penting bagi pengembangan

kebijakan serupa di wilayah kabupaten malang dengan kondisi yang serupa.

16 Nita Lutfiana, “Analisis Perlindungan Hukum atas Perubahan Sertipikat Manual ke Digital Berdasarkan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021
tentang Sertipikat Elektronik (Studi Kasus Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta),” Jurnal Penelitian
Sosial 1, no. 1 (2024): 47-54, https://journal.lp3ktk.com/index.php/jps/article/view/17.
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Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “KEPASTIAN HUKUM TRASFORMASI DOKUMEN
PERTANAHAN MENJADI ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAAN KABUPATEN

MALANG”.

REPOSITORY

B. Rumusan Masalah

University of Islam Malang

1. Bagaimana mekanisme transformasi dokumen pertanahan secara elektronik
demi menjamin kepastian hukum di kantor BPN Kabupaten Malang?

2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari transformasi dokumen pertanahan
secara elektronik demi menjamin kepastian hukum di kantor BPN Kabupaten
Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transformasi dokumen pertanahan secara
elektronik demi menjamin kepastian hukum di kantor BPN Kabupaten
Malang; dan

2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari transformasi dokumen
pertanahan secara elektronik demi menjamin kepastian hukum di kantor BPN
Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan berkontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu
hukum, khususnya hukum agraria.

2. Manfaat Praktis
a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan

dalam meningkatkan akan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya
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mengenai implementasi transformasi dokumen pertanahan secara
elektronik demi menjamin kepastian hukum, sehingga dapat mendorong
partisipasi aktif masyarakat serta memberikan kepastian hukum yang

lebih kuat bagi seluruh lapisan masyarakat.

REPOSITORY

b. Bagi Pihak yang Berkepentingan

University of Islam Malang

Penelitian ini besar harapan nya dapat memberikan kontribusi dalam
bentuk refrensi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti
Notaris, PPAT, dan akademisi yang berfokus didalam hukum agraria.
c. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk
mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan, serta dijadikan referensi
dalam merumuskan peraturan perundang-undangan yang sesuai
dengan perkembangan zaman.
E. Orisinalitas Penelitian
Berkaitan dengan penelitian ini, telah dilakukan penelitian serupa
mengenai implementasi transformasi dokumen pertanahan secara elektronik
untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini memiliki persamaan, perbedaan,
dan nilai kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Salah satu
contohnya adalah skripsi oleh Thalia Jesia Putri dari Universitas Lampung
berjudul, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SERTIFIKAT TANAH BERBASIS
ELEKTRONIK (E-CERTIFICATE)". Penelitian ini memiliki kesamaan dalam
pendaftaran tanah dengan sistem elektronik. Namun, perbedaannya terletak
pada fokus penelitian, yaitu penelitian sebelumnya oleh Thalia Jesia Putri dari

Universitas Lampung membahas perlindungan hukum terhadap sertifikat tanah
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elektronik (E-Certificate), sedangkan penelitian ini menyoroti implementasi
transformasi dokumen pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.!’

Skripsi yang kedua berjudul, “SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI
HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN
MAQASID ASY-SYARIAH', disusun oleh Mishbahul Munir, Mahasiswa Universitas
Islam Malang. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendaftaran tanah dengan
sistem elektronik, tetapi perbedaannya terletak pada fokusnya. Penelitian
sebelumnya menekankan tinjauan teoritis dari perspektif Kepastian Hukum dan
Magqasid Asy-Syariah, sementara penelitian ini berfokus pada implementasi

transformasi dokumen pertanahan untuk menjamin kepastian hukum.8

NO PENULIS JUDUL

1. | Thalia Jesia Putri | PERLINDUNGAN ~ HUKUM  TERHADAP
SKRIPSI SERTIFIKAT TANAH BERBASIS
(Universitas Lampung) ELEKTRONIK (E-CERTIFICATE)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan hukum sertifikat elektronik berdasarkan
peraturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap sertifikat tanah
berbasis elektronik?

3. Apa hambatan pensertifikatan tanah elektronik di Bandar Lampung?

HASIL PENELITIAN

1. Sertifikat elektronik setara dengan sertifikat fisik di Indonesia sesuai
dengan UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 18
Tahun 2021, dan Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Kedudukan
sahnya sebagai bukti penguasaan tanah tidak tergantung pada
bentuk, melainkan pada kesesuaian data fisik dan yuridis dalam
surat ukur dan buku tanah. Baik sertifikat fisik maupun elektronik
memiliki kedudukan hukum yang sama, di mana sertifikat elektronik
dianggap sebagai akta autentik.

2. Sertifikat tanah elektronik memberikan perlindungan hukum dalam
pembuktian kepemilikan dan perlindungan data pribadi. Ia berfungsi
sebagai alat bukti elektronik yang sah dan memiliki kekuatan hukum
tetap sampai ada bukti sebaliknya. Dokumen elektronik harus
terjamin keutuhan dan keasliannya, dikelola dalam sistem elektronik

17 putri Thalia Jesia, “Perlindungan Hukum Terhadap Sertifikat Tanah Berbasis Elektronik (E-Certificate)”
(Universitas Lampung, 2023).

18 Mishbahul Munir, “Sertifikat elektronik sebagai bukti hak kepemilikan atas tanah ditinjau dari teori
kepastian hukuman dan Magasid Asy-Syari'ah” (Universitas Islam Negeri Maulana, 2023),
http://etheses.uin-malang.ac.id/52282/7/16220057.pdf.



yang andal, dan pembuktiannya dilakukan melalui akses sistem
elektronik sesuai Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN No. 1 Tahun
2021. Sertifikat elektronik juga dapat dibuktikan dengan versi cetak
fisiknya.

3. Penerapan sertifikat tanah elektronik di Bandar Lampung
menghadapi beberapa hambatan, termasuk perlunya kesiapan
Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memperbaiki basis data
pertanahan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Masyarakat cenderung kurang mendukung sertifikat elektronik
karena merasa lebih nyaman dengan dokumen fisik. Selain itu,
kurangnya sosialisasi mengenai sertifikat elektronik dan
ketidakmatangan regulasi juga menjadi kendala dalam proses
implementasinya.
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PERSAMAAN Pada penelitian sebelumnya membahas tentang sertifikat
tanah elektronik dan pada penelitian kali inipun sama
membahas mengenai sertifikat elektronik. Jadi, sama-
sama membahas tentang sertifikat tanah elektronik.

PERBEDAAN Pada penelitian sebelumnya membahas perlindungan
hukum terhadap sertifikat tanah elektronik. Sedangkan
dipenelitian kali ini yakni membahas implementasi
transformasi dokumen pertanahan demi menjamin
kepastian hukum

NO PENULIS JUDUL

2. | Mishbahul Munir SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI
SKRIPSI HAK  KEPEMILIKAN ~ ATAS  TANAH
(Universitas Islam | DITINJAU DARI  TEORI  KEPASTIAN
Negeri Malang) HUKUM DAN MAQASID ASY-SYARTAH

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan sertifikat elektronik sebagai bukti hak
kepemilikan atas tanah ditinjau dari Teori Kepastian Hukum?

2. Apakah kebijakan pemerintah dalam merubah sertifikat dalam
bentuk elektronik telah sesuai dengan Maqgasid Asy-Syari‘ah?

HASIL PENELITIAN

1. Kebijakan pemerintah untuk mengubah sertifikat tanah
konvensional menjadi sertifikat elektronik, yang diatur dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021, memiliki landasan hukum
yang kuat berdasarkan kajian Teori Kepastian Hukum oleh Gustav
Radbruch dan Jan Michiel Otto. Tujuan dari kebijakan ini adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efisiensi dan
transparansi dalam administrasi pertanahan, dengan
mengedepankan prinsip-prinsip hukum seperti kepastian hukum,
keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.

2. Penerapan Sertifikat Elektronik, menurut perspektif Magasid Asy-
Syari'ah, merupakan hasil ijtihad Kementerian ATR/BPN untuk
menciptakan kemaslahatan dalam pelayanan pertanahan. Kebijakan
ini, yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, muncul
sebagai respons terhadap permasalahan pertanahan yang belum
teratasi dan kekhawatiran akan keamanan data. Kebijakan ini
selaras dengan prinsip Maqasid Asy-Syariah mengenai penjagaan
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terhadap harta, dan bertujuan untuk menjamin perlindungan,
kepastian, kemanfaatan hukum, serta keadilan bagi masyarakat,
terutama bagi pemilik tanah, mengingat tingginya risiko kejahatan
yang mengancam sertifikat konvensional.
PERSAMAAN Penelitian sebelumnya telah membahas sertifikat tanah
elektronik, dan penelitian kali ini juga mengangkat topik
yang sama. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut
fokus pada sertifikat elektronik sebagai objek kajian yang
relevan.
PERBEDAAN Pada penelitian sebelumnya, penekanan diberikan pada
tinjauan teoritis melalui perspektif Kepastian Hukum dan
Magasid Asy-Syariah. Sementara itu, penelitian ini
berfokus pada implementasi transformasi dokumen
pertanahan untuk menjamin kepastian hukum..
Sedangkan penelitian ini adalah:
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NO PENULIS JUDUL

1. Muhammad Divas Bimantara | KEPASTIAN HUKUM TRASFORMASI

(Universitas Islam Malang) | DOKUMEN PERTANAHAN MENJADI

ELEKTRONIK (STUDI KANTOR

PERTANAHAN KABUPATEN MALANG)

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana mekanisme transformasi dokumen pertanahan secara
elektronik demi menjamin kepastian hukum di kantor BPN Kabupaten
Malang?

2. Apa dampak yang ditimbulkan dari transformasi dokumen pertanahan
secara elektronik demi menjamin kepastian hukum di kantor BPN
Kabupaten Malang?

NILAI KEBARUAN

1. Objek penelitian yang berlokasi di Kabupaten Malang

2. Bagaimana mekanisme dan dampak yang ditimbulkan transformasi
dokumen pertanahan secara elektronik di Kabupaten Malang

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris,
yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum di kantor pertanahan
kabupaten malang yang berlaku pada kejadian nyata di lapangan.'® Metode

ini mencakup analisis situasi studi untuk mengidentifikasi fakta dan data

19 Suharmin Arikunto, Prosedur Penelitian.: Suatu, Pendekatan Praktek (Vol.VI) (Jakarta: Rineka Cipta,
2023). h. 126.
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yang relevan. Setelah pengumpulan data dilakukan, penelitian akan
mengidentifikasi masalah yang ada dan menghasilkan laporan yang
mendetail mengenai isu-isu tersebut.?°

2. Pendekatan Penelitian

REPOSITORY

Penelitian ini akan meneliti kepastian hukum yang terjadi di Kantor

University of Islam Malang

Pertanahan Kabupaten Malang dengan menggabungkan berbagai metode
hukum untuk mengumpulkan informasi dari berbagai perspektif terkait
masalah yang dihadapi, dengan menggunakan pendekatan historis,
sosiologis, dan undang-undang. Topik yang dibahas mencakup pengaturan,
penafsiran hukum oleh masyarakat, fungsi lembaga hukum terhadap
masyarakat, dan pengaruh undang-undang terhadap isu-isu hukum sosial.
Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada pemahaman hukum
secara empiris dengan melibatkan peneliti yang terjun langsung ke objek
penelitian, 2t untuk memahami kepastian hukum transformasi dokumen
pertanahan menjadi elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.
3. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di kantor BPN Kabupaten Malang, yang beralamat
di Jalan Terusan Kawi, No. 10, Gading Kasri, Kecamatan Klojen, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65116.
4. Sampel
Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pegawai dan
klien BPN kabupaten Malang. Salah satu teknik pengambilan sampel yang

digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan

20 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris,
Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis (Riau: DOTPLUS Publisher, 2022).

21 Muhammad Chairul Huda, Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis) (Semarang: The
Mahfud Ridwan Institute, t.t.).
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pertimbangan tertentu dari peneliti. Pengambilan sampel secara purposive

sampling dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik atau sifat-sifat

populasi yang telah dipahami sebelumnya, sehingga relevan untuk menjawab
pertanyaan penelitian dan mengukur populasi di Kantor BPN Kabupaten

Malang.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian yuridis empiris ini, jenis dan sumber data yang
digunakan oleh penulis meliputi:

a. Data Primer adalah pengetahuan, pemahaman, sikap, tindakan, persepsi,
dan pengalaman yang diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu
pegawai dan klien Kantor BPN Kabupaten Malang.

b. Data Sekunder adalah data yang di kumpulkan langsung dari sumber data
yakni dari undang-undang dan objek penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan:

a. Pengumpulan data primer (fie/d research), penulis melakukannya dengan
cara:

1) Observasi
Metode ini melibatkan pengamatan dan pencatatan keadaan subjek
di lokasi penelitian, baik secara langsung maupun diam-diam. 2
Melalui observasi, peneliti dapat melakukan analisis mendalam
terhadap kepastian hukum transformasi dokumen pertanahan secara

elektronik di kantor pertanahan kabupaten malang.

him 104.
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2) Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan
pengajuan pertanyaan secara lisan kepada individu untuk

mendapatkan informasi penting. Dalam penelitian ini, penulis

REPOSITORY

mewawancarai pihak Kantor Pertanahan untuk menggali data

University of Islam Malang

mengenai implementasi transformasi dokumen pertanahan secara
elektronik. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh
informasi yang dapat menjamin kepastian hukum di Kabupaten
Malang terkait proses transformasi tersebut.
3) Studi Dokumen

Teknik ini mencakup pengumpulan dan analisis informasi dari
berbagai sumber seperti buku, peraturan pemerintah, catatan
kegiatan, dan media dokumenter. Ini membantu peneliti dalam
menyoroti poin-poin penting penelitian.

Untuk mengumpulkan data sekunder, peneliti mempelajari berbagai
sumber seperti buku, peraturan hukum, putusan pengadilan, hasil
penelitian sebelumnya, dan karya ilmiah dari para ahli, serta melihat
kasus-kasus relevan dengan topik yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data
kualitatif dalam hasil wawancara dan kuesioner dari pegawai dan klien Kantor
BPN Kabupaten malang).
G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

2 Ibid, hal 105
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Pendahuluan berisi tentang pembahasan latar belakang dari adanya isu
hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas
penelitian, dan metode penelitian yang mencakup tentang jenis penelitian,
pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum,
dan teknik analisis bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang uraian definisi sertifikat tanah yang berisi
jenis-jenis sertifikat tanah, pengertian pendaftaran tanah, tujuan pendaftaran
tanah, asas- asas pendaftran tanah dan mekanisme pendaftaran tanah,
selanjutnya mengenai kepastian hukum, penjelasan mengenai transformasi, dan
yang terakhir dokumen elektronik.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang uraian masalah yang
dirumuskan pada BAB I Pendahuluan yakni pertama penjelasan mekanisme
transformasi dokumen pertanahan kabupaten malang dan kedua yaitu mengenai
dampak yang ditimbulkan dari transformasi dokumen pertanahan Kabupaten
Malang.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari hasil penelitian dan
pembahasan yang terdapat pada BAB III serta saran-saran yang merupakan
sumbangsih pemikiran dari penulis berkaitan dengan isu hukum pada

pembahasan dan penelitian ini.
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tentang kepastian hukum

transformasi dokumen pertanahan menjadi elektronik di Kantor Pertanahan

Kabupaten Malang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Mekanisme Transformasi Dokumen Pertanahan Secara Elektronik di
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Mekanisme transformasi
dokumen pertanahan menjadi elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang dilakukan melalui tiga tahap utama vyaitu, (a)
Pemetaan (Plotting): Verifikasi dan pemetaan ulang bidang tanah
menggunakan GPS untuk memastikan kesesuaian dengan data di sistem
BPN. (b) Pra-Pendaftaran: Pemeriksaan kesesuaian sertifikat, buku
tanah, dan arsip untuk memastikan akurasi sebelum digitalisasi. (c) Alih
Media: Konversi sertifikat fisik ke elektronik dengan tanda tangan digital
yang sah secara hukum. (d) Proses ini bertujuan meningkatkan efisiensi
dan transparansi, meski masih menghadapi kendala seperti
keterbatasan SDM dan integrasi data yang belum optimal. Transformasi
dokumen pertanahan menjadi elektronik di Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum,
efisiensi, serta keamanan administrasi pertanahan. Proses ini diatur
dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Sertifikat Elektronik. Implementasi sertifikat elektronik diharapkan dapat
mengurangi pemalsuan dokumen, mempercepat pendaftaran tanah,

serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pertanahan.
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Dampak Transformasi Dokumen Pertanahan Secara Elektronik di Kantor
Pertanahan Kabupaten Malang memberikan dampak positif terhadap
sistem administrasi pertanahan, termasuk peningkatan transparansi,
akuntabilitas, dan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Sistem
digital memungkinkan pemantauan dan pelacakan data yang lebih
akurat, sehingga dapat mencegah manipulasi dan tindak korupsi. Selain
itu, sertifikat elektronik juga meningkatkan daya saing investasi dengan
mempercepat proses perizinan dan transaksi tanah, sehingga
memberikan kepastian hukum bagi investor. Namun, dalam
implementasinya masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber
daya manusia, kendala teknis dalam sistem elektronik, serta kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap mekanisme baru ini.

B. Saran

1.

Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, Mengingat tidak semua
masyarakat melek teknologi, BPN perlu menggencarkan sosialisasi
secara langsung, Adakan pelatihan atau bimbingan teknis bagi
masyarakat yang kesulitan menggunakan teknologi.

Masyarakat Kabupaten Malang diimbau untuk segera melakukan
konversi sertifikat tanah analog ke sertifikat elektronik secara sukarela
guna meningkatkan perlindungan hukum atas hak kepemilikan tanah.
Proses ini tidak hanya memberikan jaminan keamanan data melalui
sistem digital yang terintegrasi dan terenkripsi, tetapi juga mengurangi
risiko kehilangan atau pemalsuan dokumen fisik. Dengan beralih ke
sertifikat elektronik, masyarakat dapat menikmati layanan pertanahan

yang lebih cepat, transparan, serta mudah diakses tanpa harus hadir



63

langsung ke kantor pertanahan. Untuk itu, diharapkan masyarakat aktif
mencari informasi dan mengikuti sosialisasi dari Kantor Pertanahan
Kabupaten Malang agar tidak tertinggal dalam proses transformasi

digital ini.
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